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GUBERNUR SULAWESI BARAT

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT

NOMOR 03 TAHUN 2010

TENTANG

PEMBENTUKAN DEWAN KEHORMATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI BARAT,

Menimbang
:
a.
bahwa untuK menjamin terpeliharanya tata tertib dan kelancaran tugas pemerintahan dan pembangunan, telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahunn 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang memuat pokok-pokok kewajiban, larangan, dan sanksi apabila kewajiban tidak ditaati, atau larangan dilaranggar ;



b.
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 sebagaimana dimaksud pada huruf a, Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran disiplin, dijatuhi hukuman disiplin oleh pejabat yang berwenang;



c. 
bahwa agar hukuman disiplin yang dijatuhkan sebagaimana dimaksud pada huruf b sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan Pegawai Negeri Sipil, maka perlu dilakukan verifikasih terhadap pelanggaran yang dimaksud;



d. 
bahwa untuk melakukan verifikasi terhadap pelanggaran Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada huruf c, perlu dibentuk Dewan Kehormatan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat;



e. 
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan Dewan Kehormatan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat

Mengingat
:
1.
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169,  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890 ); 



2.
Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004  tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);



3.
Undang-undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004  Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);



4.
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah   (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);



5.
Undang-undang Nomor 28  Tahun 1999  tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolisu dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);



6.
Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002  tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4249);



7.
Peraturan Pemerintah  Nomor 32 Tahun 1979  tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3149 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturean Pemerintah  Nomor 65 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979  tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor141); 



8.
Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176);



9.
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengankatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 12003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);



10.
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);



11.
Keputusan Presiden  Nomor 67 Tahun 1980  tentang Badan Badan Pertimbangan kepegawaian, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan  Presiden Nomor 71 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 67 Tahun 1980 tentang Badan Pertimbangan Kepegawaia;



12.
Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat  Nomor 1  Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesin Barat  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 34);



13.
Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat  Nomor 2 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  Provinsi Sulawesin Barat  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 35);



14.
Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat  Nomor 3 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah  Provinsi Sulawesin Barat  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 36);



15.
Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat  Nomor 4 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan  Daerah dan Lembaga Teknis Daerah  Provinsi Sulawesin Barat  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 37);



16.
Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat  Nomor 6 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah  Provinsi Sulawesin Barat  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 39);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
:
PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN DEWAN KEHORMATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH  PROVINSI SULAWESI BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM 

Pasal I

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksudkan dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Barat.

2. Gebernur adalah Gebernur Provinsi Sulawesi Barat.

3. Pemerintah daerah adalah Gubernur, dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.

4. SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat.

5. CPNSD/PNSD adalah Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri Sipil di lingkup Pemerintah  Provinsi Sulawesi Barat.

6. PTT adalah Pegawai Tidak Tetap di lingkup Pemerintah  Provinsi Sulawesi Barat.

7. Pangkat adalah Kedudukan yang Menunjukkan tingkat seseorang Pegawai Negeri Sipil berdasarkan jabatannya dalam rangkaian susunan kepegawaian dan digunakan sebagai dasar penggajian.

8. Golongan Ruang adalah golongan ruang gaji pokok sebagaimana diataur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang gaji Pegawai Negeri Sipil.

9. Jabatan structural adalah ruang kedudukan  yang menunjukan tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak seseorang Pegawai Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi Negara.

10. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukan tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan/atau ketrampilan untuk mencapai tujuan organisasi.

11. Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil  adalah peraturan yang mengatur kewajiban, larangan, dan sanksi, apabila kewajiban tidak ditaati atau larangan oleh Pegawai Negeri Sipil.

12. Pelanggaran disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan Pegawai Negeri Sipil, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja.

13. Hukuman disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada Pegawai Negeri Sipil karena melanggar Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

14. Pejabat yang berwenang menghukum adalah pejabat yang diberi wewenang menjatuhkan hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

15. Atasan pejabat yang berwenang menghukum adalah atasan langsung dari pejabat yang berwenang menghukum adalah Gubernur.

16. Perintah kedinasan adalah perintah yang diberikan oleh atasan yang berwenang mengenai atau yang ada hubungannya dengan kedinasan.

17. Pereaturan Kedinasan adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang mengenai kedinasan atau yang ada hubungan dengan kedinasan. 

18. Pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil adalah Pemberhentian yang mengakibatkan yang bersangkutan kehilangan statusnya sebagai Pegawai Negeri Sipil.

19. Pemberhentian dari Jabatan Negeri adalah Pemberhentian yang mengakibatkanyang bersangkutan tidak bekerja lagi pada suatu satuan Organisasi Pemerintah Daerah, tapi masih tetep berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil.

20. Dewan Kehormatan Pegawai Negeri Sipil adalah Suatu Lembaga Non Struktural yang bertugas memberikan saran dan Pertimbangan kepada Gubernur dalam memberikan sanksi kepada PNS yang melakukan pelanggaran atau larangan-larangan sesuai tingkat kesalahannya. Kerugian Daerah adalah Kekurangan uang, Surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maujpun lalai.

21. Kerugian Daerah adalah Kekurangan uang, Surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukumbaik sengaja atau lalai. 

22. Tuntutan Perbendaharaan adalah suatu proses tuntutan terhadap Bendaharaan yang melakukan kerugian daerah.

23. Tuntutan Ganti Rugi adalah Suatu Proses tuntutan terhadap pegawai dalam kedudukannya bukan sebagai Bendahara, atau pejabat lain yang melakukan kerugian terhadap Daerah.

BAB II

KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 2

Setiap Pegawai Negeri Sipil Wajib :

a. Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara, dan Pemerintah;

b. Mengutamakan kepentingan Negera di atas kepentingan golongan atau diri sendiri, serta menghindarkan segala sesuatu yang dapat mendesak kepentingan Negara oleh kepentingan golongan, diri sendiri, atau pihak lain;

c. Menjunjung tinggi kehormatan dan martabat Negara, Pemerintah, dan Pegawai Negeri Sipil;

d. Mengangkat dan mentaati sumpah/janji Pegawai Negeri Sipil dan sumpah/janji jabatan berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

e. Menyimpan Rahasia Negara dan atau rahasia jabatan dengan sebaik-baiknya;

f.   Memperhatikan dan melaksanakan segala ketentuan Pemerintah baik langsung menyangkut tugas Kedinasannya maupun yang berlaku secara umum;

g. Melaksanakan tugas kedinasan dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab;

h. Bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemagat untuk kepentingan Negara;

i.   Memelihara dan meningkatkan keutuhan, kelompok, persatuan, dan kesatuan Korps Pegawai Negeri Sipil;

j.   Segera melaporkan kepada atasannya, apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan Negara/Pemerintah, terutama di bidang keamanan, keuangan, dan material; 

k. Mentaati ketentuan jam kerja;

l.   Menciptakan dan memelihara suasana kerja yang baik;

m. Menggunakan dan memelihara barang-barang milik Negara dengan  sebaik-baiknya;

n. Memberikan pelayanan dengan sebaik-baiknya kepada masyarakat menurut bidang tugasnya masing-masing;

o. Bertindak dan bersikap tegas, tetepi adil dan bijaksana terhadap bawahannya;

p. Membimbing bawahannya dalam melaksankan tugasnya;

q. Menjadi dan memberikan contoh serta teladan yang baik terhadap bawahanya;

r.   Mendorong bawahanya untuk meningkatkan prestasi kerjanya;

s. Memberikan kesempatan kepada bawahanya untuk mengembangkan kariernya;

t.   Mentaati ketentuan peraturan Perundang-undangantentang perpajakan;

u. Berpakaian rapi dan sopan serta bersikap dan bertingkah laku sopan santun terhadap masyarakat, sesame Pegawai Negeri Sipil, dan terhadap atasan;

v. Hormat menghormati antara sesama warga negarayang memeluk agama/ Kepercyaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, yang berlainan;

w. Menjadi teladan sebagai Warga Negara yang baik dalam masyarakat;

x. Mentaati segala Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Kedinasan yang berlaku;

y. Mentaati perintah Kedinasan dari atasan yang berwenang;

z. Memperhatihan dan menyelesaikan dengan sebaik-baiknya setiap laporan yang diterimah mengenai pelanggaran disiplin;

Pasal 3 

(1)  Setiap Pegawai Negeri Sipil dilarang:

a. Melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan atau martabat Negara, pemerintah atau Pegawai Negeri Sipil;

b. Menyalahgunakan Wewenangnya;

c. Tanpa Izin Pemerintah menjadi Pegawai atau bekerja untuk Negara asing;

d. Menyalahgunakan barang-barang, uang atau surat-surat berharga milik Negara;

e. Memiliki, Menjual, Membeli, Menggadaikan, Menyewakan, atau Meminjamkan barang-barang, Dokumen, atau Surat-surat berharga Milik Negara secara tidak Sah;

f. Melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara;

g. Melakukan tindakan yang bersifat negative dengan maksud membalas dendam terhadapbawahannya atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya;

h. Menerimah hadiah atau sesuatu pemberian berupa apa saja dari siapa pun juga yang diketahui atau patut di duga bahwa pemberian itu bersangkutan atau mungkin bersangkutan dengan jabatan atau pekerjaan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan;

i. Memasuki tempat-tempat yang dapat mencemarkan kehormatan atau martabat Pegawai Negeri Sipil, kecuali untuk kepentigan jabatan;

j. Bertindak sewenang-wenang terhadap bawahanya;

k. Melakukan suatu tindakan atau sengaja tidak melakukan suatu tindakan yang dapat berakibat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayaninya sehingga mengakibatkan kerugian bagi pihak  yang dilayani;

l. Menghalangi berjalananya tugas kedinasan;

m. Membocorkan dan atau memanfaatkan Rahasia Negara yang diketahui karena kedudukan jabatan untuk kepentingan pribadi, golongan, atau pihak lain;

n. Bertindak selaku perantara bagi sesuatu pengusaha atau golongan untuk mendapatkan pekerjaan atau pesanan dari kantor/ instansi pemerintah;

o. Memuliki saham/modal dalam perusahaan yeng kegiatan usahanya berada dalam ruang lingkup kekuasaannya;

p. Memiliki saham suatu perusahaan yang kegiatannya tidak berada dalam ruang lingkup Kekuasaannya yang jumlah dan sifat pemilikan itu sedemikian rupa sehingga melalui pemilikan saham tersebut dapat langsung atau tidak langsung menentukan penyelenggaraan atau jalannya perusahaan;

q. Melakukan kegiatan usaha dagang baik secara resmi, maupun sambilan, menjadi direksi, pimpinan atau komisaris perusahaan swasta bagi yang berpangkat Pembina golongan ruang IV/a ke atas atau yang memangku jabatan eselon I;

r. Melakukan pungutan tindak sah dalam bentuk apapun juga dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan Pribadi, Golongan, atau pihak lain;

(2) Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat Penata Tk, I golongan ruang III/d ke bawah yanh akan melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf q, wajib mendapat izin tertulis dari pejabat yang berwenang.

BAB III

HUKUMAN DISIPLIN

Bagian Pertama

Pasal 4

Setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan Pegawai Negeri Sipil yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan pasal 3, adalah Pelanggaran disiplin.

Pasal 5

Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam peraturan Perundang-undangan Pidana, Pegawai Negeri Sipil yang melakukan Pelanggaran didiplin dijatuhi hukuman disiplin oleh Pejabat yang berwenang menghukum.

Bagian Kedua

Tingkat dan Jenis Hukuman Disiplin

Pasal 6

(1) Tingkat Hukuman disiplin terdiri dari :

a. Hukuman disiplin ringan;

b. Hukuman disiplin sedang; dan

c. Hukuman disiplin berat

(2) Jenis hukuman disiplin ringan terdiri dari :

a. Tegoran lisan;

b. Tegoran tertulis; dan

c. Peryataan tidak puas secara tertulis.

(3) Jenis hukuman disiplin sedang terdiri dari :

a. Penundaan kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun;

b. Penurunan gaji sebesar satu kali kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun;

c. Penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun.

(4) Jenis hukuman disiplin berat terdiri dari ;

a. Penurunan pangkat pada pangkat yang setingkat lebih rendah untuk paling lama 1 (satu) tahun;

b. Pembebasan dari jabatan;

c. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil;

d. Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Bagian Ketiga

Kewenangan provinsi dalam bidang pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan pemberhentian CPNSD dan PNSD

Pasal 7

Kewenangan Provinsi dalam bidang pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan pemberhentian CPNSD dan PNSD meliputi ;

a. Penetapan bidang pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS Provinsi dalam dan dari jabatan structural eselon II ke bawah dan jabatan fungsional yang jenjangnya setingkat.

b. Penetapan pemberhentian sementara dari jabatan negeri bagi PNSD Provinsi yang menduduki jabatan structural esalon I ke bawah dan jabatan structural esalon II ke bawah dan jabatan fungsional setingkat.

c. Pemberhentian sementara PNS akibat tindak pidana  untuk golongan IV/c ke bawah.

d. Penetapan pemberhentian PNSD Provinsi golongan/ruangIV/b ke bawah dan pemberhentian sebagai CPNSD Provinsi.

Bagian Keempat

Pejabat Yang berwenang Menghukum

Bagian Pertama

Pasal 8

(1) Gubernur  bagi PNSD, kecuali jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam:

a. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNSD yang berpangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b  ke atas;

b. Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNSD;

(2) Jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PNSD yang berpangkat Pembina golongan ruang IV/a ke bawah, hanya dapat dijatuhkan oleh Menteri Dalam Negeri atas usul Gubernur .Gubernur dapat mendelegasikan sebagian wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) kepada kepala SKPD untuk menjatuhkan hukuman disiplin dalam lingkungannya masing-masing, keculi jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud  dalam Pasal 8 ayat (1) dengan ketentuan sebagai berikut : 

a. Untuk menjatuhkan jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 6 ayat (2) dapat didelegasikan kepada pejabat yang memangku jabatan structural serendah-rendahnya  esalon IV;

b. Untuk menjatuhkan jenis hukuman disiplin sebgaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3) huruf a dapat didelegasikan kepada pejabat yang memangku jabatan struktural  serendah-rendahnya esalon III;

c. Untuk menjatuhkan jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3) dapat didelegasikan kepada pejabat yang memangku jabatan structural serendah-rendahnya esalon II atau jabatan lain yang setingkat dengan itu;

d. Untuk menjatuhkan jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 6 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dapat didelegasikan kepada Sekretariat Daerah.

BAB IV

TATACARA PEMERIKSAAN, PENJATUHAN,DAN 
PENYAMPAIAN KEPUTUSAN HUKUM DISIPLIN

Bagian Kesatu

Pemeriksaan

Pasal 10

(1) Sebelum menjatuhkan hukuman disiplin, Gubernur memeritahkan kepada Kepala SKPD untuk memeriksa lebih dahulu PNS yang disangka melakukan pelanggaran disiplin itu.

(2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan :

a. Secara lisan, apabila atas pertimbangan Kepala SKPD bahwa pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh PNS yang bersngkutan akan dapat mengakibatkan ia dijatuhi salah satu jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2)

b. Secara tertulis, apabila atas pertimbangan Kepala SKPD bahwa pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh PNS yang bersangkut akan dapat mengakibatkan ia dijutuhi salah satu jenis hukuman displin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 6 ayat (3) dan ayat (4).

(3) Pemeriksaan PNS yang disangka melakukan pelanggaran disiplin, dilakukan secara tertutup.

Pasal 11

Dalam melakukan pemeriksaan, Kepala SKPD dapat mendengar atau meminta keterangan dari orang lain apabila dipandangnya perlu.

Bagian Kedua

Penjatuahn Hukum Disiplin

Pasal 12

Terhadap jenis pelanggaran yang mengakibatkan PNS dijatuhi salah satu jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud  dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4), Gubernur dapat memerintahkan Dewan Kehormatan PNS untuk memeriksa PNS yang disangka melakukan pelanggaran disiplin.

Pasal 13

(1) Berdasarkan hasil pemeriksaan oleh Dewan Kehormatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12, Gubernur memutuskan jenis hukuman disiplin yang dijatuhkan dengan mempertimbangkan secara seksama pelanggran disiplin yang dilakukan oleh PNS yang bersangkutan.

(2) Dalam keputusan hukuman disiplin sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1), antara lainharus disebutkan pelanggaran  displin yang dilakukan oleh PNS yang bersangkutan. 

Pasal 14

(1) Kepada PNS yang berdasarka hasil pemeriksaan ternyata melakukan beberapa pelanggaran disiplin, terhadapnya hanya dapat dijatuhi satu jenis hukuman disiplin.

(2) Kepad PNS yang pernah dijatuhi hukuman disiplin yang kemudian melakukan pelanggaran disiplin yang sifatnya sama, terhadapnya dijatuhi hukuman disiplin terakhir yang pernah dijatuhkan kepadanya.

Bagian Ketiga

Penyampaian Hukuman Disiplin

Pasal 15

(1) Jenis hukuman disiplin sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a, diyatakan dan disampaikan secara lisan oleh pejabat  yang berwenang menghukum kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan;

(2) Jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a, dinyatakan dan disampaikan secara lisan oleh pejabat yang berwenang menghukum kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan;

(3) Semua jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (3) dan ayat (4), ditetapkan dengan surat keputusan yang disampaikan oleh gubernur kepada PNS yang bersangkutan;

(4) Penyampaian hukuman disiplin dilakukan secara tertutup.

Bagian Keempat

Keberatan atas Hukuman Disiplin

Pasal 16 

(1) PNS yang dijatuhi salah satu jenis hukuman disiplin sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) tidak dapat mengajukan keberatan.

(2) PNS yang dijatuhi salah satu jenis hukuman disiplin sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4), dapat mengajukan keberatan kepada atasan pejabat yang member hukuman dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal ia menerima keputusan hukuman disiplin tersebut.

Pasal 17

(1) Keberatan  sebagaiman dimaksud dalam pasal 16 ayat (2) diajukan secara tertulis melalui saluran hirarki.

(2) Dalam surat keberatan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1), harus dimuat alasan-alasan dari keberatan itu. 

Pasal 18

Setiap pejabat Yang menerima surat keberatan penjatuhan hukuman disiplin wajib menyampaikan kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum melalui  melalui surat hirarki dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja terhitung mulai tanggal ia menerima surat keberatan itu.

Pasal 19

(1) Apabila ada keberatan dari PNS yang dijatuhi hukuman disiplin sebagaiman yang dimaksud pada Pasal 9, maka pejabat yang berwenang menghukum yang bersangkutan wajib memberikan tanggapan atas keberatan yang diajuhkan oleh PNS yang bersangkutan.

(2) Tanggapan sebagaimana yang dimaksud  dalam ayat (1), diberikan secara tertulis dan disampaikan kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum yang bersangkutan dalam jangka waktu 3 (tiga) kerja terhitung mulai tanggal ia menerima surat keberatan itu.

     
Pasal 20

(1) Atasan pejabat yang berwenang menghukum Yang menerima surat keberatan tentang penjatuhan hokum disiplin, wajib mengambil keputasan atas keberatan yang diajukan oleh PNS yang bersangkutan dalam jangka waktu satu (1) bulan terhitung mulai tanggal ia menerima surat keberatan itu.

(2) Apabila dipandang perlu, maka atasan pejabat yang berwenang menghukum dapat mengambil dan mendengar keterangan pejabat yang berwenang menghukum yang bersangkutan , PNS yang dijatuhi hukuman disiplin, dan atau orang lain yang dianggap perlu.

Pasal 21 

(1) Atasan pejabat yang berwenang menghukum dapat memperkuat dan mengubah hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang  menghukum.

(2) Penguatan atau perubahan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan keputusan atasan pajabat yang berwenang menghukum.

(3) Terhadap keputusan atasan pejabat yang berwenang menghukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), tidak dapat diajukan keberatan). 

Bagian Ketujuh

Berlakunya keputusan Hukuman Disiplin
Pasal 22

(1) Hukuman disiplin sebagaiman yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) yang dijatuhkan kepada seorang PNS yang berlaku sejak tanggal disampaikan oleh pejabat yang berwenang menghukum kepada yang bersangkutan.

(2) Hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) :

a. Apabila tidak ada yang keberatan, mulai berlaku pad hari kelima belas terhitung mulai tanggal PNS yang bersangkutan menerima keputasan hukuman disiplin itu, kecuali jenis hukuman sebagaiman yang dimaksud dalam pasal 6 ayat (4) huruf b:

b. Apabila ada keberatan, mulai berlaku sejak tanggal keputasan atas keberatan itu, kecuali jenis hukuman disiplin sebagaiman yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf b;

c. Jenis hukuman disiplin sebagimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf b, mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menghukum.

(3) Apabila PNS yang dijatuhi hukuman disiplin tidak hadir pada waktu pernyampaian keputusan hukuman disiplin, maka hukuman disiplin itu berlaku pada hari ketiga puluh terhitung mulai tanggal yang ditentukan untuk penyampaian keputusan hukuman disiplin tersebut.

Pasal 23

(1) PNS yang berpangkat Pembian golongan ruang IV/c ke bawah dan Esalon II ke bawah yang dijatuhi salah satu jenis hukuman disiplin sebagaiman yang dimaksud dalam pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) dapat mengajukan keberatan kepada Gubernur.

(2) Dalam memberikan jawaban ats keberatan sebagaiman yang dimaksud pada ayat (1), Gubernur meminta saran dan pertimbangan kepada Dewan Kehormatan PNS.

BAB V
DEWAN KEHORMATAN PNS

Pasal 24

(1) Dalam rangka memberikan saran dan pertimbangan terhadap keberatan yang disampaikan PNS atas hukuman yang dijatuhkan kepadanya karena pelanggaran atas kesalahan yang dilakukannya, dibentuk Dewan kehormatan PNS.

(2) Dewan Kehormatan PNS sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

1. Gubernur sebagai Pembina;

2. Wakil Gubernur sebagai Pengarah;

3. Sekretaris daerah sebagai ketua;

4. Asisten Bidang Administrasi sebagai Wakil Ketua;

5. Kepala Badan Kepgawaian,Pendidikan dan Latihan sebagai Sekretaris;

6. Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian sebagai Wakil Sekretaris;

7. Kepala Inspektorat Daerah sebagai Anggota;

8. Kepala Biro Hukum sebagia Anggota;

9. Kepala Biro Pemerintahan sebagai Anggota;

10. Kepala Bidang PPNS Satpol PP sebagai Anggota;

11. Sekretaris Badan kepegawaian dan Pendidikan dan Latihan sebagai Anggota;

12. Kepala Bidang Kesejahtraan Pegawai dan Badan Kepegawaian dan Pendidikan dan Latiahan sebgai Anggota;

13. Kepala Bagian Kepegawaian pada Biro Organisasi dan Kepegawaian sebagai Anggota ;

14. Tenaga Ahli Gubernur Bidang Hukum sebagai Anggota;

Pasal 25

Dewan Kehormatan PNS sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat (1) mempunyai tugas :

a. Melakukan verifikasi dan penyelidikan atas pengaduan keberatan PNS atas sanksi atau hukuman yang diberikan kepadanya;

b. Melakukan verifikasi dan penyelidikan atas pelanggaran Kewajiban PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2;

c. Melakukan verifikasi dan penyelidikan atas pelanggaran larangan PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3;

d. Memberikan saran atau pertimbangan kepada Gubernur mengenai sanksi yang di berikan kepada PNS sesuai tingkat kesalahannya.

e. Memeriksa dan memberikan saran keputusan mengenai keberatan yang diajukan oleh PNS yang berpangkat IV/a ke bawah, hukuman disiplin yang dijatuhkan kepadanya berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 30 Tahun 1980 sepanjang mengenai hukuman disiplin pemberhentian dengan hormat sebagai PNS; 

f. Memberikan pertimbangan kepada Gubernur mengenai usul penjatuhan hukuman disiplin pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri dan perberhentian tidak denagan hormat sebagai PNS bagi PNS yang berpangkat Pembina Golongan ruang IV/b ke atas.

Pasal 26

(1) Dalam memberikan saran dan pertimbangan kepada Gubernur, Dewan Kehormatan PNS wajib :

a. Meminta keterangan PNS yang bersangkutan mengenai kesalahan yang dilakukan PNS yang mengakibatkan ia dijatuhi hukuman disiplin berdasarkan bukti-bukti yang ada;

b. Meneliti hukuman yang dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang apakah sesuai dengan kesalahan yang dilakukan oleh PNS;

c. Memberikan saran pertimbangan kepada Gubernur mengenai hukuman yang akan di jatuhkan kepada PNS yang melakukan kesalahan;

(2) Saran dan pertimbangan dimaksud apda ayat ((1) huruf c, dapat berupa pengurangan, penambahan dan pembebasan atau pemberhentian sebagai PNS.

Pasal 27

(1) Berdasarkan saran pertimbangan Dewan Kehormatan PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2), Gubernur memberikan keputusan mengenai hukuman yang diberikan kepada PNS.

(2) Dalam memberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur dapat mendelegasikan wewenangnya kepada sekretaris daerah selaku Pembina Kepegawaian Daerah.

(3) Apabila saran pertimbangan Dewan Kehormatan PNS menemukan data bahwa PNS yang dijatuhi hukumantidak bersalam disertai alas an-alasan yang kuat, pejabat sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) dan Pasal 9 dapat meninjau kembali hukuman disiplin yang telah dijatuhkan oleh pejabat bawahannya yang berwenang menghukum dalam lingkungannya masing-masing.

Pasal 28

(1) Untuk membantu tugas-tugas Dewan Kehormatan PNS sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 25, Sekretaris Dewan kehormatan PNS.

(2)  Susunan keanggotaan Sekretaris Dewan Kehormatan PNS sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh sekretaris Daerah  selaku ketua Dewan Kehormatan PNS.

BAB VI

TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH

Pasal 29

(1) Tuntutan perbendaharaan dikenakan kepada Bendahara yang karena perbuatannya melanggar hokum dan melalaikan kewajiban yang diberikan kepadanya secara langsung merugikan daerah, and kepadanya diwajibkan mengganti kerugian tersebut,

(2) Tuntutan Ganti Rugi kdikenakan kepada Pegawai nergeri sipil bukan bendahar atau pejabat lain yang karena perbuatannya  melanggar hokum atau perbuatan melalaikan kewajiban atau tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya serta ada hubungannya dengan pelaksana fungsi ataupun dengan status jabatannya baik langsung maupun tidak langsung yang secara langsung merugikan keuangan daerah, dan kepadanya diwajibkan mengganti kerugian tersebut. 

(3) Pengenaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tim Tuntutan Ganti Rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan perundang-undangan tersendiri. 

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 30

Pegawai Negeri Sipil yang meninggal dunia atau mencapai batas usia pensiun pada waktu sedang menjalani hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (3) huruf a dan b, dan ayat (4) a, dianggap telah selesai menjalani hukuman disiplin.

Pasal 31

(1) Ketentuan-ketentuan Peraturan Gubernur ini berlaku juga bagi CPNS dan PTT.
(2) CPNS yang dijatuhi hukuman disiplin sedang atau berat, dinyatakan tidak memenuhi syarat untuk diangkat menjadi PNS.
(3) PTT yang dijatuhi hukuman disiplin ringan, sedang atau berat, dikeluarkan dari SKPD dimana PTT tersebut bertugas.
BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Gubernur ini sepanjang mengenai pelaksanaanya akan diatur lebih lanjut oleh Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 33

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalan Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat.

Ditetapkan  di   Mamuju

pada tanggal  12 April 2010

GUBERNUR SULAWESI BARAT,

     




  H. ANWAR ADNAN SALEH

Diundangkan di Mamuju

pada tanggal 12 April 2010
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